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BAB II 
 

TEORI PEMBUKTIAN DALAM FIQH JINAYAH 
 DAN HUKUM POSITIF 

 

A. Teori Pembuktian dalam Hukum Islam 

1. Pengertian pembuktian dalam Hukum Islam  

  Pembuktian merupakan sesuatu hal yang sangat penting, sebab 

pembuktian merupakan esensi dari suatu persidangan guna mendapatkan 

kebenaran yang mendekati kesempurnaan. Di dalam hukum Islam, 

pembuktian biasa disebut dengan al-bayyinah}, secara etimologi berarti 

keterangan, yakni segala sesuatu yang dapat digunakan untuk 

menjelaskan yang haq (benar). Secara terminologi Al-bayyinah}} adalah 

membuktikan suatu perkara dengan mengajukan alasan dan memberikan 

dalil sampai kepada batas meyakinkan.1 

 Bayyinah{ dalam istilah fuqaha, sama dengan syaha>dah 

(kesaksian). Tetapi Ibnu Al Qayyim memaknai Bayyinah} dengan segala 

yang dapat menjelaskan perkara.2 Al-bayyinah} adalah sebagai segala 

sesuatu yang dapat digunakan untuk menjelaskan yang haq (benar) di 

depan majelis hakim, baik berupa keterangan, saksi dan berbagai 

indikasi yang dapat dijadikan pedoman oleh majelis hakim untuk 

                                                        
1 Sobhi Mahmassani,  Falsafatu at-Tasyri’ fi al-Islam, terjemah, Ahmad Sudjono, Filsafat Hukum 
dalam Islam, (Bandung: PT. Alma arif ,1976),  239. 
2 Teungku M. Hasbi Ash-Shiddieqy, Peradilan dan Hukum Acara Islam, (Semarang: Pustaka 
Rizki Putra, 1997),139. 

16 
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mengembalikan hak kepada pemiliknya.3 Al-Quran menyebut 

pembuktian tidak hanya semata-mata dalam arti dua orang saksi. Akan 

tetapi juga dalam arti keterangan, dalil, dan alasan baik secara sendiri-

sendiri maupun komulasi.4 

Hasbi Ash-Shiddieqy mendefinisikan pembuktian sebagai segala 

sesuatu yang dapat menampakkan kebenaran, baik ia merupakan saksi 

atau sesuatu yang lain5. Lebih lanjut ia memberikan penjelasan yang 

dimaksud dengan membuktikan sesuatu ialah memberikan keterangan 

dan dalil hingga dapat meyakinkan dan yang dimaksud dengan yakin 

adalah sesuatu yang diakui adanya, berdasarkan kepada penyelidikan 

atau dalil. Dan sesuatu yang sudah diyakinkan adanya, tidak bisa lenyap, 

terkecuali dengan datangnya keyakinan yang lain.6 

Pembuktian merupakan salah satu tahapan yang menjadi 

prioritas yang harus dipenuhi dalam penyelesaian suatu sengketa. 

Seperti halnya tiga tingkatan kebutuhan yang harus dilindungi dalam 

penegakan syariat Islam untuk kemaslahatan umat manusia.7 Tingkatan 

kebutuhan tersebut adalah : 

 

 

                                                        
3 Abdul Azis Dahlan, Ensiklopedia Hukum Islam, Jilid I, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru, 1996), 207. 
4 Ibnu Qayyim al- Jauziyah, Al-Turuq al-Hukmiyyah fi al-Siyasah al-Syariyyah, Terjemah, Adnan 
Kohar, Hukum Acara Peradilan Islam, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 15. 
5 Teungku M. Hasbi Ash-Shiddieqy, Filsafat Hukum Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1970), 139. 
6 Teungku M. Hasbi Ash-Shiddieqy, Peradilan dan Hukum Acara Islam , 129. 
7 Satria Effendi M. Zein, Ushul Fiqh, (Jakarta: Kencana, Cet.3, 2009), 233. 
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a. Kebutuhan D}aru>riyat. 

  Kebutuhan ini ialah tingkatan kebutuhan yang harus ada 

atau disebut dengan kebutuhan primer. Bila kebutuhan ini tidak 

terpenuhi akan terancam keselamatan umat manusia baik di dunia 

maupun di akhirat kelak.8 

b. Kebutuhan H}ajiyyat 

  Kebutuhan ini adalah kebutuhan sekunder, apabila tidak 

terwujud tidak sampai mengancam keselamatannya, namun akan 

mengalami kesulitan. Tetapi syariat Islam menghilangkan segala 

kesulitan itu, yaitu adanya hukum rukhshah (keringanan).9 

c. Kebutuhan Tahsi<niyat 

  Kebutuhan ini adalah tingkat kebutuhan yang apabila tidak 

terpenuhi tidak mengancam eksistensi salah satu dari lima unsur 

yakni agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta. Dan tidak pula 

menimbulkan kesulitan.10  

2. Dasar hukum pembuktian dalam Islam 

  Dasar hukum perihal pembuktian banyak disebutkan dalam Al-

Qur’an diantaranya yaitu firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah 

ayat 282, yaitu :  

                                                        
8 Ibid., 234. 
9 Ibid., 235. 
10 Ibid., 236. 
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     ...                       

                        ... ČČ   

Artinya: ...Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari 
orang-orang laki-laki di antaramu. Jika tidak ada dua orang lelaki 
maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-
saksi yang kamu ridai, supaya jika seorang lupa, seorang lagi 
mengingatkan. (QS. Al-Baqarah: 282). 
 

  Dalam firman Allah SWT tersebut dapat dipahami bahwa di 

setiap peristiwa penting merupakan suatu keharusan apabila dihadirkan 

beberapa orang untuk menyaksikan peristiwa tersebut. Hal ini 

dikarenakan jika suatu saat terdapat perkara akan peristiwa tersebut, 

maka akan mudah untuk membuktikan kebenarannya dengan 

menghadirkan orang-orang yang dijadikan saksi sebelumnya. 

  Dari ayat tersebut juga telah ditetapkan tentang batas minimal 

penggunaan saksi, yakni dua orang laki-laki, akan tetapi jika tidak ada 

maka diperbolehkan untuk menghadirkan seorang laki-laki dan dua 

orang perempuan. Penetapan batas minimal ini dikarenakan apabila 

seorang tersebut lupa, maka dapat dibantu untuk mengingatkan oleh 

seorang yang lain. 

  Sistem pembuktian dalam Hukum Acara Pidana Islam 

menggunakan sistem pembebanan pembuktian terhadap pihak 

penggugat. Hal ini dilandaskan atas kaidah yang umum tentang 

pembuktian yang bersumber dari sabda Nabi Muhammad SAW yakni: 

 

                                                        
11 Departemen Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya, 70-71. 
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ɄŇȝŉǼłȶǐȱǈǟ ɂǈȲŁȝ ǊǦŁȺōɆŁǤǐȱǈǟ Û ŁȀǈȮŃȹǈǕ ŃȸŁȵ ɂǈȲŁȝ łƙŇȶŁɆǐȱǟŁȿ )ǇǴɆŇǶŁȍ ňǻǠŁȺŃȅǌǚǌǣ ōɄŇȪŁȾŃɆŁǤǐȲŇȱŁȿ( ١٢  
 

Artinya : bukti diwajibkan atas pendakwa dan sumpah diwajibkan 
atas orang yang ingkar. 

 

ǌǤŉȺȱǟ ƋȷǈǕ ǠŁȶłȾŃȺŁȝ łȼƋȲȱǟ ŁɄŇȑŁǿ ǇȃǠŉǤŁȝ ǌȸŃǣǟ ǌȸŁȝǈȰǈȩ ŁȴƋȲŁȅŁȿ ŇȼŃɆǈȲŁȝ łȼǎȲȱǟ ɂƋȲŁȍ ŉɄ :ȱǟ ɂǈȖŃȞłɅ Ńɀǈȱ łȃǠŉȺ
ŇȼŃɆǈȲŁȝ ɂŁȝŉǼłȶǐȱǟ ɂǈȲŁȝ łȸŃɆŇȶŁɆǐȱǟ ǌȸŇȮǈȱŁȿ ÛŃȴłȾǈȱǟŁɀŃȵǈǕŁȿ ǇȯǠŁǱǌǿ ĆǒǠŁȵŇǻ ŅȃǠŁȹ ɂŁȝŉǻǈɍ ŃȴłȽǟŁɀŃȝŁǼǌǣ .ǈȦŉǪłȵ ŅȨ

ǇǴŃɆŇǶŁȍ ňǼŁȺŃȅǌǚǌǣ ōɄŇȪŁȾŃɆŁǤǐȲŇȱŁȿ ŇȼŃɆǈȲŁȝ : ɂǈȲŁȝ ǊǦŁȺōɆŁǤǐȱǈǟŁȀǈȮŃȹǈǕ ŃȸŁȵ ɂǈȲŁȝ łȸŃɆŇȶŁɆǐȱǟŁȿ ÛɄŇȝŉǼłȶǐȱǟ. ١٣  
 

Artinya : Dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma bahwa Nabi SAW 
bersabda,” Jika orang-orang diberi kebebasan menuduh niscaya 
mereka akan sembarangan menuduh orang lain telah membunuh atau 
menuntut harta orang lain. Tetapi bagi orang yang terdakwa wajib 
memberikan sumpah”. (HR. Al-Bukhari dan Muslim) Al-Baihaqi 
meriwayatkan dengan sanad yang shahih yang lafazhnya, “ Bagi yang 
mengklaim wajib memberikan bukti dan bagi yang mengingkari 
tuduhan wajib memberikan sumpah. 

 

Menurut Ibnu Qayyim maksud dari hadis tersebut adalah bahwa 

untuk mendapatkan hukum yang sesuai dengan petitum gugatannya, 

seorang penggugat harus mengemukakan bukti-bukti yang 

membenarkan dalil-dalil gugatannya.14 Pendapat ini didukung oleh para 

fuqaha yang lain, antara lain Wahbah az-Zuhaili, ia mengemukakan 

bahwa : 15 

Konsekuensi hukum setelah gugatan diajukan adalah 
kewajibannya tertuduh menanggapi tuduhan penggugat dengan 
mengatakan “ya” atau “tidak”. Apabila tergugat diam, dia 

                                                        
12 Ibn H>>ajar Al-Asqalani, Bulughul Maram, 582. 
13 Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan’ani, Subul As-Salam Syarh Bulugh Al-Maram, 
Terjemah, Ali Nur Medan, et al., Sulubus Salam - Syarah Bulughul Maram, Jilid III, (Jakarta: 
Darus Sunnah Press, 2009), 691.  
14 Ibnu Qayyim al- Jauziyah, Hukum Acara Peradilan Islam, 15. 
15 Wahbah al Zuhaili, Al-Fiqhu al-Islami Wa Adillatuhu, terjemah, Abdul Hayyie al Kattani,et al, 
Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Jilid VIII, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 138. 
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dianggap ingkar terhadap tuduhan tersebut sehingga penggugat 
harus mengemukakan bukti dan kemudian hakim menetapkan 
keputusan untuk kemenangan penggugat. 
 
Sependapat dengan hal tersebut, Sayyid Saabiq mengungkapkan 

bahwasanya “pendakwa adalah orang yang dibebani dengan mengadakan 

pembuktian atas kebenaran dan keabsahan dakwaannya, sebab yang 

menjadi dasar ialah bahwa orang yang didakwa itu bebas dalam 

tanggungannya. Pendakwa wajib membuktikan keadaan yang 

berlawanan”.16 

3. Alat bukti dalam Islam 

  Dalam sistem pembuktian, yaitu pengaturan tentang macam-

macam alat bukti yang boleh dipergunakan, penguraian alat bukti dan 

dengan cara-cara bagaimana alat-alat bukti tersebut dipergunakan dan 

dengan cara bagaimana hakim harus membentuk keyakinannya.17 

Dimana Hakim agar dapat menyelesaikan perkara yang diajukan 

kepadanya dan penyelesaian itu memenuhi tuntutan keadilan, maka 

wajib baginya  untuk mengetahui hakekat dakwaan/ gugatan, dan 

mengetahui hukum Allah tentang kasus tersebut.18 

 Pembuktian-pembuktian yang dipergunakan pada masa 

Rasulullah adalah sebagai berikut :19 

                                                        
16 Sayyid Saabiq, Fikih Sunah, 42. 
17 Hari Sasangka dan Lily Rosita, Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana, (Surabaya: Sinar 
Wijaya, 1996), 7. 
18 M. Salam Madkur, Al Qodlo’ Fil Islam,  Terjemah, Imrom AM, Peradilan dalam Islam, 
(Surabaya: Bina Ilmu, t.t), 105. 
19 Muhammad Hasbi ash-Shiddiqie, Peradilan dan Hukum Acara Islam, 8. 
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a. Bayyinah} (fakta kebenaran) 

b. Sumpah 

c. Saksi 

d. Bukti tertulis 

e. Firasat 

f. Qur’ah (undian) dan lain-lain 

  Menurut Ibnu Qayyim bahwa alat bukti terdiri dari 17 macam 

alat bukti, yaitu:20 

a. Pembuktian atas fakta yang berbicara pada dirinya dan tidak 

memerlukan sumpah 

b. Pembuktian dengan pengingkaran penggugat atas jawaban tergugat 

c. Pembuktian dengan bukti disertai sumpah pemegangnya 

d. Pembuktian dengan penolakan sumpah belaka 

e. Pembuktian dengan penolakan sumpah dan sumpah yang 

dikembalikan 

f. Pembuktian dengan saksi satu orang laki-laki tanpa sumpah 

g. Pembuktian dengan saksi satu orang laki-laki dan sumpah 

penggugat 

h. Pembuktian dengan keterangan saksi satu orang laki-laki dan dua 

orang perempuan 

i. Pembuktian berdasar keterangan saksi satu orang laki-laki dan 

j. penolakan tergugat untuk bersumpah 

                                                        
20 Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Hukum Acara Peradilan Islam, 193-302. 
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k. Pembuktian berdasar keterangan saksi dua orang perempuan dan 

sumpah penggugat, dalam perkara perdata kebendaan dan hak 

kebendaan 

l. Pembuktian dengan saksi dua orang perempuan belaka 

m. Pembuktian dengan saksi tiga orang laki-laki 

n. Pembuktian berdasar keterangan saksi empat orang laki-laki yang 

merdeka 

o. Pembuktian dengan saksi tiga orang laki-laki 

p. Pembuktian berdasar kesaksian anak-anak dibawah umur 

q. Pembuktian dengan kesaksian orang-orang fasik 

r. Pembuktian berdasarkan kesaksian orang-orang non Islam  

 Pendapat lain yakni menurut Nashr Fariid Waashil yang dikutip 

oleh Anshoruddin bahwasanya alat-alat  bukti itu ada sebelas, dengan 

urutan sebagai berikut :21 

a. Pengakuan  

b. Saksi  

c. Sumpah 

d. Pengembalian sumpah 

e. Penolakan sumpah 

f. Tulisan 

g. Saksi ahli 

                                                        
21 Anshoruddin, Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif, 
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004) , 59. 
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h. Qarinah 

i. Pendapat ahli 

j. Pemeriksaan setempat 

k. Permintaan keterangan orang yang bersengketa. 

 Pendapat lain dari Hasbi Ash-Siddieqy menyebutkan enam 

macam alat bukti dalam Hukum Islam, diantaranya: 22 

a. Iqrar (Pengakuan) 

b. Syahâdah (Kesaksian) 

c. Yamin (Sumpah) 

d. Nukul (Menolak sumpah) 

e. Qasamah (bersumpah 50 orang) 

f. Keyakinan Hakim 

Banyak bukti-bukti yang dapat dijadikan sebagai alat bukti, akan 

tetapi di dalam tulisan ini, penulis akan menguraikan alat bukti 

persaksian yang diatur dalam Hukum Islam, karena pada dasarnya 

justice collaborators merupakan alat bukti saksi.  

4. Alat bukti persaksian  

  Kesaksian dalam hukum Islam dikenal dengan sebutan “asy-

syahâdah”, menurut bahasa artinya antara lain : 

a. Pernyataan atau pemberitaan yang pasti.23 

                                                        
22 Teungku M. Hasbi Ash-Shiddieqy, Peradilan dan Hukum Acara Islam, 136 
23 Ali Afandi, Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian menurut BW,(Jakarta: Bina 
Aksara, 1986), 203. 
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b. Pemberitahuan seseorang tentang apa yang dia ketahui dengan 

lafazh: “aku menyaksikan” atau “aku telah menyaksikan” (asyahadu 

atau syahidtu).24 

  Menurut jumhur ulama kata syahâdah (saksi) bersinonim dengan 

kata bayyinah} yang bermakna : 

ŁȿǈǟŉȊȱŁȾŁǻǠǊǥ ŇȝŁǤŁǿǠǆǥ ŁȝŃȸ ǌǙŃǹŁǤǌǿǠŁȍŇǻǠǇȧ ŇȥŁȵ ɂŃǲŇȲǌȄ ǈǟǐȱłǶǐȮǌȴ ǌǣǈȲǐȦŇȘ ŉȊȱǟŁȾŁǻǠŇǥ ŇȱǌǚǐǭŁǤŇǧǠ ŁǵŖȨ ŁȝǈȲ ɂ
ǐǟŁȢȱŃɆǌȀčĐ 

Artinya : Syahadah (saksi) adalah ungkapan tentang keterangan 
orang yang dapat dipercaya di depan sidang pengadilan dengan 
lafadz kesaksian untuk menetapkan hak atas orang lain. 
 

  Sementara Ibnu Imam Taqiyuddin Abi Bakar dalam Kifayatul 

Akhyar menyebutkan bahwa syahâdah adalah  khabar atau pernyataan 

tentang sesuatu yang dilihat.26 Menurut al-Jauhari, kata syahâdah adalah 

khabar (berita) yang pasti, sedangkan syahid adalah orang yang 

membawa berita dan pelakunya, karena ia menyaksikan hal-hal yang 

tidak disaksikan oleh orang lain.27 

Menurut Jumhur, bahwa bayyinah{ sinonim dengan syahâdah 

(kesaksian). 28 Namun, Ibn Al-Qayyim memaknai bayyinah}  dengan 

segala yang dapat menjelaskan perkara. Sedangkan syahâdah ialah 

                                                        
24Sayyid Saabiq, Fikih Sunnah, 55. 
25M. Salam Madkur, al-Qodlo’ fil Islam, (Dar al Nahdhah al-Arabiyah, t.t), 83-84. 
26Imam Taqiyuddin Abi Bakar bin Muhammad al-Husaini, Khifayatul Akhyar, Juz 1-2, 
(Semarang: PT Halla Cipta Grafika, t.t), 275. 
27Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan’ani, Subul As-Salam Syarh Bulugh Al-Maram, 671.   
28 Muhammad Salam Madkur, Peradilan dalam Islam, 124. 



digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

26 
 

mengemukakan syahâdah (kesaksian) untuk menetapkan hak atas diri 

orang lain.29 

Dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa 

saksi atau syahâdah adalah orang yang memberikan keterangan tentang 

apa yang dilihat, dialami, disaksikan dan apa yang didengarnya dari 

suatu peristiwa tertentu. 

Penggunaan saksi sebagai alat pembuktian untuk suatu jarimah 

merupakan cara yang lazim dan umum. Karena persaksian merupakan 

cara pembuktian yang sangat penting dalam mengungkapkan suatu 

jarimah.30 Dan hukum memberikan kesaksian adalah fardu kifayah, 

artinya jika dua orang telah memberikan kesaksian maka semua orang 

telah gugur kewajibannya. Dan jika semua orang menolak tidak ada 

yang mau untuk menjadi saksi maka berdosa semua, karena maksud 

kesaksian itu adalah untuk memelihara hak. Hukumnya dapat beralih 

menjadi fardu ‘ain, jika tidak ada orang lain selain mereka berdua yang 

mengetahui suatu kasus itu. Terhadap saksi seperti ini jika menolak 

untuk menjadi saksi maka boleh dipanggil paksa.31 

Dasar kewajiban adanya pembuktian saksi di dalam setiap 

perkara baik di bidang perdata maupun pidana antara lain pada firman 

Allah SWT dalam Q.S. Al-Baqarah (2): 282, yang berbunyi :  

                                                        
29 Teungku M. Hasbi Ash-Shiddieqy, Peradilan dan Hukum Acara Islam, 139. 
30 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, 231. 
31 Anshoruddin, Hukum Pembuktian menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif, 74. 
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     ...                       

                         ... ٣٢  

Artinya: ...Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari 
orang-orang laki-laki di antaramu. Jika tidak ada dua orang lelaki 
maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-
saksi yang kamu ridai, supaya jika seorang lupa, seorang lagi 
mengingatkan. (QS. Al-Baqarah: 282). 
 

  Selain itu Allah juga telah berfirman perihal persaksian, 

sebagaimana dalam QS. At-Thalaq ayat 2 : 

   ...              ... ٣٣  

Artinya : dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di 
antara kamu dan hendaklah tegakkan kesaksian itu karena Allah. 
(QS. At-Thalaq: 2).   
 

  Dari ayat-ayat Al-Qur’an tersebut dapat dipahami bahwa Allah 

SWT memerintahkan kepada hamba-Nya untuk menegakan keadilan 

dengan dihadirkannya saksi. Baik dalam hal yang berhubungan dengan 

muamalah, jarimah maupun lainnya. Hal ini diharapkan dapat 

terungkapnya kebenaran-kebenaran dari kehadiran saksi tersebut. 

  Selain itu dasar hukum tentang persaksian yang bersumber dari 

hadis Nabi SAW terkait saksi yakni : 

Ć ǠŁȶłȾŃȺŁȝ łȼƋȲȱǈǟ ŁɄŇȑŁǿ ǇȃǠŉǤŁȝ ǌȸŃǣǟ ǌȸŁȝŁȿ ) ǇƙŇȶŁɆǌǣ ɂŁȒǈȩ ȴȲȅȿ ȼɆȲȝ ǃǟ ɂȲȍ ŇȼƋȲȱǈǟ ǈȯɀłȅŁǿ ƋȷǈǕ
ňǼŇȽǠŁȉŁȿ )ȴŇȲŃȆłȵ łȻǟŁȿŁǿ( ٣٤  

 

                                                        
32 Departemen Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya,70-71. 
33 Ibid., 945 
34 Muslim, Shahih Muslim, Juz II, (Bandung: Ma’arif, t.t), ٦٠. 
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Artinya : Dari Ibnu Abbas Radliyallaahu ‘anhu bahwa Rasulullah 
SAW memutus berdasarkan keterangan satu orang saksi dan 
sumpah.  

 

  Makna dari hadits tersebut dapat dipahami bahwa barangsiapa 

yang mengajukan perkara untuk menuntut haknya maka orang tersebut 

harus mampu membuktikan dengan menyertakan alat-alat bukti yang 

mendukung gugatannya yakni dengan sumpah dan saksi.  

  Hukum Islam tidak menjelaskan secara terperinci mengenai 

syarat-syarat saksi, tetapi para ahli hukum Islam sepakat bahwa ada 

beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh seseorang yang hendak 

dijadikan saksi yaitu sebagai berikut:35 

a. Islam 

  Islam menjadi salah satu syarat bagi seorang saksi, oleh 

karena itu orang kafir ditolak kesaksiannya. Mengenai hal ini para 

fuqaha sudah sepakat bahwa keIslaman menjadi syarat diterimanya 

kesaksian dan kesaksian orang-orang kafir tidak diperbolehkan.36  

Fuqoha’ hanya mengecualikan kesaksian yang masih diperselisihkan 

oleh mereka kebolehannya tentang pemberian wasiat dalam 

perjalanan, dengan merujuk pada firman Allah : 

                                                        
35Abdul Fatah Idris dan Abu Ahmadi, Kifayatul Akhyar Terjemah Fiqih Islam Lengkap, (Jakarta: 
Rineka Cipta, 1990), 337 . 
36 Mustofa Diibul Bigha, Attahziib, Terjemah, Adkhiyah Sunarto dan M. Multazam, Fiqh Syafi’i, 
(Surabaya: CV Bintang Pelajar, 1984), 516. 
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     ...   

Artinya :Hai orang-orang yang beriman, apabila salah 
seorang kamu menghadapi kematian, sedangkan ia akan 
berwasiat maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua 
orang yang adil diantara kamu, atau dua orang yang 
berlainan agama dengan kamu, jika kamu dalam perjalanan 
di muka bumi lalu ditimpa bahaya kematian. (QS. Al-
Maidah : 106) 37 
 

  Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa hal tersebut 

diperbolehkan selama berdasarkan syarat-syarat yang telah 

disebutkan oleh Allah SWT.  Sejalan dengan pendapat tersebut, 

Ibnu Abbas berkata : “diperbolehkannya disini adalah keadaan 

darurat karena dalam bepergian tidak didapatkan saksi dari orang 

Islam”. 38 

  Sedangkan Imam Syafi’i menolak kesaksian non muslim 

dikarenakan nonmuslim tidak berkuasa atas orang Islam dengan 

berpegang pada firman Allah SWT yang berbunyi : 

 ...                 ٣٩  

Artinya : dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan 
kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang 
yang beriman. (QS. An-Nisaa’ : 141) 
 
 

                                                        
37 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, 180. 
38 Muhammad Salam Madkur, Peradilan dalam Islam, 109. 
39 Sayyid Quthb,Tafsir fi Zhilalil Qur’an di Bawah Naungan Al-Qur’an, Jilid III, (Jakarta: Gema 
Insani Press, 2000) 105. 
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b. Baligh (dewasa) 

  Fuqaha telah sependapat bahwa kedewasaan itu disyaratkan 

pada perkara-perkara yang padanya disyaratkan keadilan. Oleh 

karena itu, tidak diterima kesaksian anak kecil walaupun dia 

bersaksi atas anak kecil yang seperti dia.40 Hal ini didasarkan 

kepada firman Allah dalam sura Al-Baqarah ayat 282 : 

     ...      .ďČ...  

Artinya : ..dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari 
orang-orang lelaki diantaramu... (QS. Al-Baqarah : 282) 
 

  Definisi ǆȯǠŁǹǌǿ menurut bahasa berarti laki-laki yang sudah 

dewasa dan tidak termasuk didalamnya anak-anak dibawah umur.42 

Riwayat lain dari Ahmad menyebutkan, bahwa kesaksian mereka 

dapat diterima apabila syarat-syarat lainnya terpenuhi.43 Mereka 

menyatakan, syarat-syarat diterimanya kesaksian sebagian anak-

anak terhadap sebagian lainnya ialah :44 

1) Kesaksiannya logis. 

2) Mereka adalah anak-anak lelaki yang merdeka. 

3) Perkaranya diputus dengan hukum Islam. 

4) Kuantitasnya lebih dari dua orang anak. 

                                                        
40 Sayyid Saabiq, Fikih Sunnah, 62 
41 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya,70 
42 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam,43 
43Ibnu Qayyim al- Jauziyah, Hukum Acara Peradilan Islam, 294. 
44 Ibid., 296 
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5) Kesaksian antara yang satu dengan yang lainnya saling 

bersesuaian. 

6) Kesaksian itu diberikan mereka sebelum mereka meninggalkan 

tempat  kejadian dan berpisah. 

7) Dalam prekara pembunuhan dan penganiayaan. 

8) Kesaksian mereka atas orang dewasa bahwa ia telah membunuh 

seorang anak kecil temannya atau kesaksian atas anak kecil 

bahwa ia telah membunuh seorang dewasa, maka kesaksian 

Semacam ini dari mereka tidak dapat diterima. 

c. Berakal  

  Seorang saksi disyaratkan harus berakal. Orang yang berakal 

adalah orang yang mengetahui kewajiban pokok dan yang bukan, 

yang mungkin dan yang tidak mungkin, serta mudarat dan manfaat. 

Dengan demikian, persaksian orang yang gila dan kurang sempurna 

akalnya (ma’tuh) tidak dapat diterima.45 Untuk itu saksi harus sehat 

akalnya, orang gila tidak sah kesaksiannya, sebab tidak bisa 

menerangkan dirinya sendiri, lebih lagi orang lain.46 

d. Merdeka 

  Mengenai kemerdekaan, jumhur fuqaha mempersyaratkan 

kemerdekaan dalam menerima kesaksian. Seolah-olah jumhur ulama 

berpendapat bahwa kehambaan itu merupakan salah satu bekas 

                                                        
45 Ibid. 
46 Moh. Rifa’i, et al., Terjemah Khulashah Akhyar, (Semarang: CV Toha Putra, t.t), 460. 



digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

32 
 

kekafiran dan oleh karenanya harus berpengaruh terhadap penolakan 

kesaksian.47 Akan tetapi menurut mazhab Ahmad semua perkara 

yang pembuktiannya dibenarkan dengan mendengarkan kesaksian 

orang-orang lelaki merdeka dan orang-orang perempuan merdeka, 

maka dibolehkan pula pembuktiannya dengan mendengarkan 

kesaksian budak-budak lelaki dan budak-budak perempuan.48 

e. Adil  

  Seorang saksi disyaratkan untuk adil, hal ini didasarkan pada 

firman Allah dalam surat At-Thalaaq ayat 2 yaitu :  

   ...    ٤٩...   

Artinya : Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang 
adil (QS. At-Thalaaq: 2) 

 
  Pada ayat ini Allah memerintahkan untuk menerima 

persaksian orang yang adil. Untuk menjadi seorang saksi yang adil 

harus memenuhi lima persyaratan, yaitu :50 

1) Orang yang adil yaitu orang yang menjauhi dosa-dosa besar. 

2)  Menjauhkan diri dari membiasakan dosa kecil 

3) Menjauhkan diri dari perbuatan bid’ah 

4) Jujur dikala marah 

5) Berakhlak luhur. 

                                                        
47 Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid, terjemah. M.A. Abdurrahman dan A. Haris Abdullah, 
(Semarang: Asy-Syifa’, Cet.1, 1990), 460. 
48 Ibnu Qayyim al- Jauziyah, Hukum Acara Peradilan Islam, 286. 
49 Departemen Agama RI. Al-Qur’an dan Terjemahnya, 594. 
50 Abdul Fatah Idris dan Abu Ahmadi, Kifayatul Akhyar Terjemah Fiqih Islam Lengkap, (Jakarta: 
Rineka Cipta, 1990), 338. 
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  Para ulama berbeda pendapat untuk menetapkan dan 

membuktikan  sifat adil pada seseorang, ulama berbeda pendapat. 

Menurut Imam Abu Hanifah dan Zhahiriyah, keadilan seseorang itu 

dapat diketahui dengan meminta pendapat dan penilaian dari 

tersangka. Apabila orang yang disaksikan perbuatannya menyatakan 

bahwa saksi bukan orang tercela maka ia (saksi) dianggap adil dan 

persaksiannya dapat diterima. 51Selain itu Imam Abu Hanifah 

berpendapat bahwa tentang keadilan itu cukup dengan lahirnya 

Islam dan tidak diketahui adanya cela padanya. 52 

  Adapun menurut Malikiyah, dan Hanabilah serta Imam Abu 

Yusuf dan Imam Muhammad dari pengikut mazhab Hanafi, untuk 

menyatakan adilnya seseorang tergantung kepada penilaian hakim. 

Apabila menurut penilaian hakim, saksi adalah orang yang 

memenuhi sifat-sifat adil maka dia bisa diterima persaksiannya.53  

  Selain itu, Allah juga memerintahkan untuk menilai 

kebenaran dari keterangan seseorang, seperti dalam firman Allah 

QS. Al-Hujarat: 6 yaitu:  

                        

              ٥٤ 

Artinya : Hai orang-orang yang beriman  jika datang 
kepadamu orang-orang fasik membawa suatu berita, maka 

                                                        
51 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, 46. 
52 Ibid. 
53 Ibid., 46-47. 
54 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya , 517. 
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periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu 
musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya 
yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. 
(QS. Al-Hujarat: 6). 
 

  Dalam ayat tersebut Allah memerintahkan untuk 

menangguhkan berita yang disampaikan oleh orang yang fasiq. 

Dalam hal ini Allah SWT tidak memerintahkan menolak berita yang 

dibawa orang-orang fasiq secara mutlak. Akan tetapi, diperintahkan 

agar mengklarifikasinya sampai dengan jelas apakah dia orang yang 

jujur, ataukah seorang pendusta. 

  Ada dua pegangan yang harus diperhatikan dalam menolak 

berita dan kesaksian orang-orang fasiq ini, yaitu : 55 

1) Mereka orang yang tidak dapat dipercaya. Karena fahamnya 

yang berimplikasi pada minimnya kepedulian mereka terhadap 

agamanya. Mereka adalah orang-orang yang merendahkan 

kebesaran Allah dihatinya, sebab berpegang pada kebohongan. 

2) Mereka dengan keji mempropagandakan kefasikkannya secara 

terang-terangan. 

  Akan tetapi jika diketahui jika orang fasiq tersebut termasuk 

orang-orang yang jujur dan kefasikannya tanpa dengan kedustaan, 

tidak ada alasan untuk menolak kesaksiannya. Nabi saw telah 

menyewa seorang Yahudi untuk menunjukkan kepadanya jalan 

menuju Madinah, padahal dia seorang musyrik yang berpegang pada 

agama yang dipegang kaumnya. Namun, karena ucapannya dapat 
                                                        
55 Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Hukum Acara Peradilan Islam, 301. 
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dipercaya, maka Nabi pun mempercayainya dan menyerahkan 

perjalanannya kepada si Yahudi itu.56 

  Perihal kefasikan ini fuqaha tidak berselisih pendapat, bahwa 

kesaksian orang fasiq itu dapat diterima, apabila telah diketahui 

taubatnya dan taubatnya itu diterima. Akan tetapi Imam Abu 

Hanifah berpendapat bahwa kesaksiannya tidak dapat diterima 

meski sudah bertaubat.57 

   

B. Teori Pembuktian dalam Hukum Positif 

1. Pengertian pembuktian dalam Hukum Positif 

  Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata pembuktian berasal 

dari kata bukti yang berarti sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu 

peristiwa. Kata “bukti” jika mendapat awalan “pe” dan akhiran “an” 

maka berarti “proses”, “perbuatan”, “cara membuktikan”, secara 

terminologi pembuktian berarti usaha menunjukan benar atau salahnya 

si terdakwa dalam sidang pengadilan.58 Pembuktian adalah perbuatan 

membuktikan. Membuktikan berarti memberi atau memperlihatkan 

bukti, melakukan sesuatu sebagai kebenaran, melaksanakan, 

menandakan, menyaksikan, dan meyakinkan.59 

                                                        
56 Ibid., 301-302. 
57 Ibid., 685. 
58 Depdikbud, Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1955), 151. 
59Soedirjo, Jaksa dan Hakim dalam Proses Pidana , (Jakarta: CV Akademika Pressindo, 1985), 47. 
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  Pengertian pembuktian menurut R. Subekti adalah meyakinkan 

hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam 

suatu persengketaan60. Selanjutnya M. Yahya Harahap mendefisikan 

pembuktian sebagai ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan 

pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang, 

membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, pembuktian 

juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang 

dibenarkan undang-undang dan mengatur mengenai alat bukti yang 

boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.61 

  R. Supomo mendefinisikan pembuktian dalam dua arti yaitu; 

pembuktian dalam arti luas yaitu membenarkan hubungan hukum. 

Sedangkan pembuktian dalam arti sempit yaitu pembuktian yang hanya 

diperlukan manakala apa yang dikemukakan penggugat dibantah oleh 

tergugat.62 Pembuktian dalam hukum acara pidana dimaksudkan sebagai 

pembuktian bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan 

terdakwalah yang bersalah melakukannya sehingga harus 

mempertanggungjawabkannya.63 

  Pembuktian dilihat dari perspektif  Hukum Acara Pidana, yakni 

ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari dan 

mempertahankan kebenaran, baik oleh hakim, penuntut umum, terdakwa 

                                                        
60 R. Subekti, Hukum Pembuktian, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2008), 1. 
61 M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Pemeriksaan Sidang 
Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, 273. 
62 Supomo, Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1978), 62-63. 
63 Dawan Prints, Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar, (Jakarta: Djambatan, 1989), 106. 
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maupun penasihat hukum, semuanya terikat pada ketentuan dan tata 

cara, serta penilaian alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang.64 

  Dengan demikian dapat dipahami bahwa pembuktian merupakan 

ketentuan yang berisikan pedoman tentang cara- cara yang dibenarkan 

oleh undang-undang atau peraturan lainya yang mana digunakan untuk 

membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Tidak 

hanya itu, dalam pembuktian itu pula suatu kebenaran akan dapat 

terungkap.  

2. Dasar hukum pembuktian dalam Hukum Positif 

  Pengaturan tentang pembuktian dalam Hukum Positif diatur 

dalam  Hukum Acara Perdata dan Hukum Acara Pidana. Hukum Acara 

Perdata diatur dalam KUH Perdata, HIR (Herziene Indonesische 

Reglement) yang berlaku di wilayah Jawa dan Madura, dan RBg 

(Rechsreglement voor de Buitengeweten) yang berlaku di luar Jawa dan 

Madura. Dimana ketentuan yang menjadi landasan dari keharusan 

adanya pembuktian adalah pada Pasal 283Rbg, 163 HIR dan Pasal 1865 

KUH Perdata yang menyatakan :  

  Barangsiapa mengatakan mempunyai suatu hak atau 

mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau 

                                                        
64 Syaiful Bakhri, Hukum Pembuktian dalam Praktik Peradilan Pidana, (Jakarta: P31H dan Total 
Media, 2009), 27. 
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untuk membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya 

perbuatan itu. 65 

  Sedangkan landasan pembuktian untuk perkara pidana 

didasarkan pada Pasal 183, yang berbunyi : 

  Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali 

apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia 

memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi 

dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.66 

3. Alat bukti dalam Hukum Positif 

  Sistem pembuktian di Indonesia menganut sistem pembuktian 

secara negatif (negatief wetteljike bewijstheorie67 atau  negatief 

wettelijk stelsel 68 ) yang berarti bahwa salah tidaknya seorang terdakwa 

ditentukan oleh keyakinan hakim yang didasarkan kepada cara dan 

dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.69 Alat bukti 

didefinisikan sebagai segala hal yang dapat digunakan untuk 

membuktikan kebenaran suatu peristiwa. 

                                                        
65 C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, (Jakarta: Balai 
Pustaka,1984), 333. 
66 Gerry Muhammad Rizki, KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana & KUHAP Kitab 
Undang-Undang Hukum Acara Pidana, 268. 
67 Lilik Mulyadi, Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya, 
(Bandung: Alumni, 2007), 197. 
68 M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Pemeriksaan Sidang 
Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, 279. 
69 Ibid. 
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  Dalam Hukum Acara Perdata dikenal lima macam alat 

pembuktian ( cara pembuktian )  :70 

a. Bukti tulisan 

b. Bukti dengan saksi-saksi 

c. Persangkaan-persangkaan 

d. Pengakuan 

e. Sumpah 

  Sedangkan alat bukti yang sah dalam Hukum Acara Pidana 

yaitu:71 

a. Keterangan saksi 

b. Keterangan ahli 

c. Surat 

d. Petunjuk 

e. Keterangan terdakwa 

  Dalam tulisan ini penulis akan mengemukakan alat bukti saksi 

yang diatur oleh Hukum Positif di Indonesia, karena alat bukti tersebut 

pada hakekatnya berkenaan langsung dengan justice collaborators yang 

adalah saksi pelaku. 

 

 

 
                                                        
70 R. Subekti dan R. Tjotrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Jakarta: Pradya 
Paramita, Cet.31, 2001), 475. 
71 Gerry Muhammad Rizki, KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana & KUHAP Kitab 
Undang-Undang Hukum Acara Pidana, 268. 
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4. Alat bukti saksi 

  Prinsip bukti utama dalam tindak pidana adalah kesaksian.72 

Dalam pengungkapan suatu perkara, mulai dari tingkat penyelidikan, 

penyidikan, hingga pemeriksaan di persidangan kedudukan dan peranan 

saksi sangatlah penting. Saksi sebagai salah satu pihak yang terlibat 

dalam hukum acara pidana (dramatis personae)73 hampir tidak ada 

perkara yang dalam pembuktiannya tidak menggunakan alat bukti 

keterangan saksi karena keterangan saksi dianggap sebagai alat bukti 

yang paling utama dalam pembuktian perkara, khususnya perkara 

pidana.74 

Di dalam Pasal 1 ayat 26 KUHAP dijelaskan mengenai 

pengertian saksi yaitu ”Saksi adalah orang yang dapat memberikan 

keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan 

tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan 

ia alami sendiri.”75 

Yang selanjutnya dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 1 ayat 27 

KUHAP tentang Keterangan saksi yaitu “keterangan saksi adalah salah 

satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi 

                                                        
72 Firman Wijaya, Whistle Blower dan Justice collaborators dalam Perspektif Hukum, (Jakarta: 
Penaku, 2012), 17. 
73 Suryono Sutarto, Hukum Acara Pidana, Jilid I (Semarang: Badan Penerbit UNIP, 1991), 12. 
74 M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang 
Pengadilan Banding, Kasasi, dan Peninjuan Kembali, 286. 
75 Gerry Muhammad Rizki, KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana & KUHAP Kitab 
Undang-Undang Hukum Acara Pidana,196. 
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mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri dan ia alami 

sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.”76 

Tampak ada tiga tolak ukur tanggung jawab keterangan saksi, 

yakni (a) melihat, (b) mendengar, (c) mengalami. Instrumen alat ukur itu 

adalah mata, telinga, dan perasaan yang semuanya bersifat inderawi 

alami normal.77 Kualifikasi ‘dapat memberikan keterangan’ berarti 

sebagai syarat hukum yang harus dipenuhi agar keterangannya bernilai 

alat bukti yang sempurna.78 

Hukum acara mengatur sekurang-kurangnya ada lima syarat 

selain tiga tolak ukur inderawi, yaitu :79 

a. Wajib disumpah atau berjanji ( Pasal 160 ayat (3) dan (4)). 

Sumpah atau janji sebagai penguat (promissoris) pada keterangan 

yang akan diberikannya sesudah itu sehingga dia terikat tanggung 

jawab pribadi terhadap kebenaran dari semua yang akan 

diterangkannya. Diatur juga dalam pidana materiil pada Pasal 242 

KUHP dengan ancaman hukuman penjara 7 sampai 9 Tahun penjara 

dan Pasal 174 KUHAP yang mengatur tentang keterangan saksi 

yang disangka palsu yang harus dicatat dalam berita acara sidang. 

 

                                                        
76 Ibid, 197. 
77 Nikolas Simanjuntak, Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum, (Bogor: Ghalia Indonesia, 
2009), 263. 
78 Ibid., 264. 
79 Ibid., 264-265. 
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b. Saksi harus cakap bertindak (bevoeged), dan wenang (bekwaam). 

Artinya bukan anak dibawah umur (15 Tahun atau belum kawin), 

bukan orang sakit ingatan/jiwa (dengan keterangan dokter). Mereka 

tetap bisa memberikan keterangan tanpa sumpah namun tidak 

bernilai sebagai keterangan saksi. 

c. Tidak berhubungan keluarga sedarah atau semenda dalam tiga garis 

lurus ke atas-bawah dengan para terdakwa juga bukan suami isteri 

meskipun sudah bercerai. 

d. Minimal dua atau lebih keterangan saksi yang memenuhi syarat 

hukum. 

Ini berarti jika alat bukti yang dikemukakan penuntut umum hanya 

terdiri dari seorang saksi saja tanpa ditambah dengan keterangan 

saksi yang lain atau alat bukti lain (unus testis nullus testis) atau 

kesaksian tunggal tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang 

cukupuntuk membuktikan kesalahan terdakwa.80 

e. Kualitas keterangan saksi harus dinyatakan di persidangan. 

Hal ini sesuai dengan Pasal 185 ayat (1) KUHAP dimana 

“keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan 

                                                        
80 M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Pemeriksaan Sidang 
Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, 267. 
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di sidang pengadilan”.81 Keterangan yang dinyatakan di luar sidang 

pengadilan (outside the court) bukan alat bukti, tidak dapat 

dipergunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa.82 

Selain itu diatur pula mengenai orang-orang yang absolud tidak 

berwenang untuk memberi kesaksian, yaitu :83 

a. Anak-anak yang umurnya tidak diketahui dengan pasti apakah 

sudah cukup umu 15 Tahun, mereka sama sekali tidak boleh 

didengar diatas sumpah. Yang akan menilai sendiri adalah Hakim 

dan Jaksa. 

b. Orang gila walau kadang-kadang ingatannya terang (lucida 

intervalla) 

c. Orang yang telah dijatuhi hukuman mati ataupun hukuman penjara 

berat (tuchthuis-straf).  Karena tidaklah terjamin dapat dipercaya 

dan adalah sangat mragukan untuk mempergunakanya sebagai 

bukti. 

 Alat bukti keterangan saksi terkadang cenderung tidak dapat 

dipercaya dengan dasar pertimbangan seperti berikut : 84 

                                                        
81 Gerry Muhammad Rizki, KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana & KUHAP Kitab 
Undang-Undang Hukum Acara Pidana, 268. 
82 M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Pemeriksaan Sidang 
Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, 267. 
83 Djoko Prakoso, Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian di dalam Proses Pidana, (Yogyakarta: 
Liberty, 1988), 54-55. 
84 M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Pemeriksaan Sidang 
Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, 189. 
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a. Saksi sering cenderung bohong, baik sengaja maupun tidak 

b. Suka mendramatisir, menambah atau mengurangi dari kejadian yang 

sebenarnya 

c. Ingatan manusia terhadap suatu peristiwa tidak selamanya akurat 

d. Sering menggunakan emosi, baik pada saat menyaksikan peristiwa 

maupun pada saat memberikan keterangan pada persidangan, 

sehingga kemampuan untuk menjelaskan sesuatu tidak proporsional 

lagi. 

 Untuk itu seorang hakim dalam  menilai kebenaran keterangan di 

sidang pengadilan harus bersungguh-sungguh untuk memperhatikan 

beberapa hal, yaitu : 

a) Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain 

b) Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain 

c) Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi 

keterangan yang tertentu 

d) Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada 

umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu 

dipercaya.85 

  Yang dimaksud dengan cara hidup saksi adalah pekerjaan 

atau cara yang bersangkutan mencari nafkah, pendidikannya, 

                                                        
85 Gerry Muhammad Rizki, KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana & KUHAP Kitab 
Undang-Undang Hukum Acara Pidana, 269. 
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hubungan sosial, kedudukan dalam masyarakat, kebiasaan atau hobi, 

sifat pribadi, akhlak, ketakwaan dan keimanan, kegiatan sehari-hari, 

pengalaman idupnya, dan lain sebagainya. Sedangkan kehidupan 

kesusilaan adalah segala hal yang berhubungan dengan masalah 

kelamin atau birahi. Sifat pribadi yang berhubungan dengan 

masalah ini misalnya suka menikah dan cepat meninggalkan istri 

dan anaknya begitu saja, suka jajan, suka berjudi, pemabuk, dan lain 

sebagainya. 
 


